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SUDUT PANDANG PDP dari 
KESEHATAN
• KAJIAN PERSI khususnya data pribadi yang diperoleh dari :

- Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun

- Pasien di luar fasilitas pelayanan kesehatan,

• Dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan untuk tujuan :

- promotif, preventif, kuratIf, rehabilitatif, dan paliatif

- dalam rangka penelitian uji klinik dan epidemiologis

- secara khusus dalam rangka penanganan wabah/bencana.



PERATURAN PDP KESEHATAN

UU Praktik Kedokteran 2004, 

UU Rumah Sakit 2009, 

Permenkes 36 tahun 2012

Setiap pembukaan data pasien 
hanya ditujukan kepada pihak 
yang diperbolehkan (petugas 
kesehatan yang berwenang), 

alasan yang sah, dan secukupnya 
yang dibutuhkan. Tidak ada 

pembukaan data pribadi kepada 
publik.



PENGECUALIAN 

Data tersebut tidak akan dibuka atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pasien,
kecuali dalam situasi/keadaan tertentu:

1. Permintaan pasien sendiri (atau persetujuan pasien); misalnya uji-
kesehatan untuk bekerja, kepentingan asuransi, penelitian uji klinik, dll;

2. Kepentingan pelayanan kesehatan dan jaminan pembiayaannya; termasuk
pada audit medis, konsultasi, perujukan, penagihan jaminan kesehatan,
dll.

3. Permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
(UU Hukum Acara Pidana);

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya, UU Wabah Penyakit
Menular, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran.



ANONIMASI DATA

ANONIMASI DATA, dalam bidang kesehatan:

yaitu penghilangan komponen data yang dapat 
diidentifikasi, sehingga data agregat tersebut tidak lagi 

dianggap sebagai data pribadi karena tidak dapat 
diidentifikasi pemiliknya.



MASUKAN PERSI pada RUU PDP
a. RUU PDP mengatur tentang hak Pemilik Data Pribadi (pasal 4 sd 16). Kami mencermati pasal 5,

pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 yang memberi peluang bagi pemilik untuk mengakses, melengkapi,
memperbarui, dan menghapus data miliknya.
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MASUKAN PERSI pada RUU PDP

b. Agar diakomodasi bahwa data yang “dianonimkan” tidak dianggap lagi sebagai data pribadi.

c. Pasal 49 telah mengatur tentang pengiriman data ke luar negeri. Pemikirannya bukan hanya
kepentingan perorangan sebagai pemilik data pribadi, melainkan juga kepentingan negara
tempat para perorangan tersebut tinggal (big data). Semua data yang diperoleh dari pelayanan
kesehatan dapat diperjual-belikan ke luar negeri untuk berbagai tujuan. Mohon agar dapat
diproteksi.
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MASUKAN PERSI pada RUU PDP

d. RUU PDP mengatur tentang perlunya persetujuan pemilik Data Pribadi sebelum pemrosesan.
Perlu diingat pula bahwa dalam suatu penelitian besar multi-nasional, maka selain pemilik data
pribadi diperlukan juga persetujuan pengendali, peneliti dan prosesor lokal. Mohon dapat
diatur.

e. Mohon pengaturan tentang ganti rugi bagi pelanggar data pribadi dapat lebih tegas demi
pencegahan.

f. Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan pemrosesan data pribadi
diatur oleh Menteri. Mohon penganturannya tidak sampai mengatur pembuatan rekam medis,
sistem informasi rumah sakit dan puskesmas, dan penelitian bidang kesehatan, karena hal itu
telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan standar/ pedoman di bidang
kesehatan.
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